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Komentar dari anggota Dekot
Palu, Sophian R Aswin yang
‘ditemui beberapa waktu lalu
mengakui, kasus jembatan IV
sama sekali tidak diketahuinya,
terlebih lagi soal pembiayaan
jembatan tersebut. Karena selama
dua periode dia menjabat sebagai
anggota Dekot yakni, mulai tahun
2009 hingga saat ini, persoalan
jembatan [V hampir tidak pernah
diungkap dalam pembahasan.

Tak heran kalau la berasumsi
bahwa pembahasan jembatan

itu mungkin terjadi pada tahun‘

sebelum ia menjadi anggota
dewan.
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JEMBATAN IV ._.mﬂ>ZO>Z_ U_mOwOIX\yZ
Ulah Pemkot, Dekot Terseret Permasalahan

PERSOALAN jembatan [V yang kerap disebut jembatan Ponulele
hingga saat ini masih hangat diperbincangkan. Sayangnya, di jajaran
anggota legislatif kota Palu, terkesan jadi hal tabu untuk dibicarakan.

“Saya baru dengar kalau
jembatan IV bermasalah
hukum. Tetapi jangan sampai
persoalannya karena- ulah
Pemkot akhirnya Dekot juga ikut
seret-seret,”kata Sophian.

Sophian tidak sendiri, anggota
Dekot lainnya, Ridwan H. Basatu
juga mengungkapkan hal yang
sama. Politisi asal Partai Hanura
ini mengaku belum pernah
mendengarnya, terlebih lagi
ia baru saja terpilih menjadi

_anggota dewan tahun ini.
“Tapi kalau jembatan IV itu.

mau dirubuhkan karena bukan
lagi milik Pemkot, tentunya kami

tercacat salah satu dari

sangat menyayangkan karena
jembatan itu sudah menjadi
ikon Kota Palu dan telah

tujuh jembatan lengkung yang
ada di dunia,”ujarnya. :

. Lain halnya dengan anggota.
Dekot lainnya, Ishak Cae. Politisi

yang sudah tiga periode secara

berturut-turut menjabat sebagai
anggota dewan ini, juga diam
seribu bahasa. Dihubungi

beberapa waktu laly, ia menolak

untuk berkomentar.seputar
jembatan IV. v
”No comment,"katanya singkat.
Jawaban cukup berbeda

diberikan oleh Joppi Alvi

Kekung. Ditemui, Kamis
(4/12/2014), politisi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) ini, mengaku tidak bisa
memberikan komentar karena
belum mengetahui secara pasti
kronologis persoalan hukum
jembatan IV. Tetapi ia berjanji
akan melakukan pengkajian
persoalan masalah tersebut.

“Saya sudah dengar itu,
tetapi saya harus kaji dulu.
Untuk saat ini saya belum bisa
bicara banyak karena belum
mengetahui sumber persoatan
dengan pasti,"terangnya.

Tetapi sayangnya, media ini
tidak bisa mendapat kepastian
kapan rencana pengkajian seperti
yang Joppi katakan. Apalagi
ketika ditanya kesediaan,
Dekot mengundang dinas

- terkait untuk menjelaskan akar

'Baca TERSERET di Hal.7
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permasalahantersebut, Joppi
terkesan bingung menjawabnya.

Sikap yang dipertontonkan
para legislator Kota Palu itu
tidak semestinya terjadi. Di
saat Pemkot harus berkutat
dengan masalah hukum tetapi
Dekot terkesan hanya sibuk
mengurus tunjangan jabatan
dan meminta agar aliran
anggaran diberikan kepada
lurah dan camat.

Menurut Akademisi Unismuh
Dr. Osgar S Matompo SH,
MH, persoalan jembatan IV

seharusnya tidak terjadi jika
antara kedua belah pihak yakni,
pemerintah daerah dan PT GDM
saling melakukan komunikasi.

“Bila komunikasi berjalan
lancar, apalagi ada perubahan-
perubahan kontrak yang terjadi,
itu seharusnya bisa dibicarakan
lebih awal walaupun anggaran
untuk pendanaanya sudah
disahkan melalui DPRD Kota
Palu,” jelasnya.

Bagaimanapun katanya, publik
akan selalu bertanya-tanya
seperti apa nasib jembatan yang
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menjadi kebanggaan Sulteng
itu nantinya, manakala jatuh
ke tangan PT GDM. Berbagai
spekulasi pun mulai muncul. Ada
yang mengatakan jembatan akan
dirobohkan babkan ditutup atau
dikenai biaya masuk.

Jika hal itu benar terjadi
maka perlu dipertanyakan
usaha Pemkot dan Dekot
menekan angka kemacetan di
Kota Palu dengan menyepakKati
pembangunan jembatan V di
seputaran jalan Maesa dan
Kalikoa, di saat jembatan lainnya

bermasalah secara -hukum.
Manalagi sikap skepetis Dekot
terhadap persoalan itu menjadi

tanda tanya besar kelanjutan

kasus itu ke depan.

Kabar terbaru berhembus,
bila Dekot menyetujui lapgkah
Pemkot harus membayar
sejumlah utang seperti
tuntutan PT GDM, mekanisme
pembayaran utangnya akan
dicicil. Sayangnya, pantauan
media ini saat pembahasan
APBD 2015, sejumlah SKPD
menjerit karena kekurangan
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anggaran. Di sisi lain, Pemkot
bukan hanya kekurangan tetapi
juga mengalami kebocoran di
sejumlah instansi yang dinilai
bisa memberikan pendapatan
besar seperti Dinas Perhubungan
Kota Palu, yang tahun ini hanya
bisa. mengumpulkan hasil

retribusi pajak mmcmmm«,xc 3507

miliar. :

Pertanyaanya, .amaﬁcwmr
Pemkot mencicil tuntutan PT
GDM dengan kondisi ABPD yang
minim dan rawan kebocoran
itu?, *ax




